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DASAR HUKUM : PERMENKUMHAM NOMOR 29 TAHUN 2015 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENKUMHAM RI





HAK 
EKSLUSIF

HAK PEMILIK KI UNTUK :
ü MENIKMATI/MENGGUNAKAN
ATAU MEMBERI IZIN PIHAK LAIN
ü SECARA EKONOMIS

PERLINDUNGAN HKI

ü KI = INTANGIBLE ASSETS (TAK BERWUJUD)
ü SERTIFIKASI/PENCATATAN
ü PENEGAKAN HUKUM 

(LAW ENFORCEMENT)

DEFENISI 
HKI
HAK EKSKLUSIF YG DIBERIKAN 
BERDASARKAN PER-UU-AN 
ATAS HASIL OLAH PIKIR MANUSIA
YG MENGHASIKLAN PRODUK/PROSES
YG BERGUNA UNTUK MANUSIA

OBJEK 
HKI
SEGALA SESUATU YG TIMBUL/LAHIR 
DARI KEMAMPUAN INTELEKTUAL 
MANUSIA. EX : KARYA, CIPTAAN, 
KREATIVITAS, INOVASI, DLL



SISTEM PERLINDUNGAN KI
DEKLARATIF

KONSTITUTIF

q PERLINDUNGAN SECARA 
OTOMATIS

q PENDAFTAR DIANGGAP 
SEBAGAI PEMILIK HAK 
(SEPANJANG BELUM 
DIBUKTIKAN SEBALIKNYA)

q JENIS KI : HAK CIPTA

q PERLINDUNGAN TIDAK 
SECARA OTOMATIS

q FIRST TO FILE PRINCIPLE
(PENDAFTAR PERTAMA 
ADALAH PEMILIK HAK)

q PENDAFTARAN 
MENIMBULKAN HAK

q JENIS KI : 
üMEREK
üPATEN
üDESAIN INDUSTRI
üDTLST
üINDIKASI GEOGRAFIS





SELAMA RAHASIATIDAK DIKETAHUI UMUM, NILAI EKONOMIS, DIJAGA 
KERAHASIAANNYA OLEH PEMILIK INFORMASI

RAHASIA DAGANG

SELAMA MASIH KHASTIDAK MEMILIKI PERSAMAAN
DENGAN IG YANG ADA

INDIKASI GEOGRAFIS (IG)

10 TAHUN (SELAMA 
DIGUNAKAN)

TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN
DENGAN MEREK TERDAFTAR ATAU

MEREK TERKENAL

MEREK

10 TAHUNBARUDESAIN INDUSTRI

50 / 25 TAHUN
USIA +70 TAHUN

KHAS DAN ORISINILHAK CIPTA 

10 TAHUNORISINIL DTLST

10 TAHUNBARU, MEMILIKI KEGUNAAN
PRAKTIS

PATEN SEDERHANA

20 TAHUNBARU, INVENTIF, DAPAT DITERAPKAN
KE INDUSTRI

PATEN

JANGKA WAKTUPERSYARATANJENIS HKI



PEMEGANG  DAN/ATAU 
PENERIMA LISENSI HAK 
CIPTA DAN/ATAU HAK 
TERKAIT 

PENCIPTA

üBADAN HUKUM NIRLABA YANG DIBERI 
KUASA OLEH PENCIPTA, PEMEGANG HAK 
CIPTA, DAN/ATAU  PEMILIK HAK TERKAIT 
GUNA MENGELOLA HAK EKONOMINYA 
DALAM BENTUK MENGHIMPUN DAN 
MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI
ü9 LMK DI INDONESIA : RAI, KCI, WAMI, SELMI, 

PAPPRI, ARDI, ARMONDO, STARMUSIC, DAN 
PRCI
üDASAR HUKUM : 
o UU HC BAB XII (PASAL 87- PASAL 93)
o PERMENKUMHAM NOMOR 29/2014 

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN 
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA 
EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN 
KOLEKTIF

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK)

PEMILIK, 
PEMEGANG ATAU 
PENERIMA LISENSI 
KI

KUASA HUKUM

PEMEGANG  DAN/ATAU 
PENERIMA LISENSI KI YANG 
SUDAH TERDAFTAR DI 
DIREKTORAT JENDERAL 
KEKAYAAN INTELEKTUAL

PEMILIK KI

üMELAKUKAN KOORDINASI DAN 
MENGAWASI PENGUMPULAN ROYALTI 
OLEH LMK DI BAWAHNYA
üMEREPRESENTASIKAN UNSUR LMK, 

PENCIPTA, AKADEMISI, DAN AHLI 
HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA UNTUK 
MENGELOLA HAK EKONOMI PENCIPTA DI 
BIDANG LAGU DAN/ ATAU MUSIK.

LEMBAGA MANAJEMEN 
KOLEKTIF NASIONAL (LMKN)

ü ASOSIASI PRODUSER FILM INDONESIA 
(APROFI)

ü ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN 
INDONESIA (ASIRI)

ü ASOSIASI PENYALUR DAN 
PENGUSAHA REKAMAN INDONESIA 
(APPRI)

ü MOTION PICTURE ASSOCIATION 
(MPA)

ASOSIASI DI BIDANG KI

YANG DIBERIKAN KUASA 
OLEH PEMILIK KI

PIHAK LAINNYA

PELAPOR/PENGADUAN



DASAR HUKUM : KEPMENKUMHAM NOMOR M.HH-01-.H1.07.02 TAHUN 2015 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN TINDAK PIDANA DI BIDANG 
KEKAYAAN INTELEKTUAL



SUBDIREKTORAT
PENGADUAN

SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN

YANG 
DIPERLUKAN

DATA > DATA 
APA?

SUBDIREKTORAT
PENINDAKAN

GIATNYA

REPRESIF

(PENEGAKAN 
HUKUM)

YANG 
DIPERLUKAN
• LK/LP
• DATA

GIATNYA

• PRE-EMTIF 

• PREVENTIF

YANG 
DIPERLUKAN

DATA > DATA 
APA?



SUBDIREKTORAT
PENGADUAN &

ADMINISTRASI PPNS

GIAT
ü EDUKASI
ü SOSIALISASI
ü PENDIDIKAN
ü MEDIASI

SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN &

PENYELESAIAN SENGKETA

GIAT
ü PENERIMAAN 

LAPORAN/PENGADUAN
ü ADMINISTRASI 

PENYIDIKAN
ü ADMINISTRASI PPNS
ü WASMATLITRIK 

SUBDIREKTORAT
PENINDAKAN &
PEMANTAUAN

SASARAN
PEMILIK KI :
ü KI PERSONAL
ü KI KOMUNAL

OUTCOME
MENDORONG 
PENINGKATAN 

PNBP

OUTPUT
PENDAFTARAN KI

PE
N

D
AT

AA
N

GIAT
ü PENYIDIKAN
ü KOORDINASI
ü PEMANTAUAN
ü PENYIMPANAN 

BARANG BUKTI

SUMBER LK
ü PELAPOR 
ü KANWIL= RENTANG KENDALI

CATATAN
KETERANGAN  AHLI :
ü INTERNAL 

(DIREKTORAT TEKNIS DI DJKI)
ü EKSTERNAL

(AKADEMISI)

TUJUAN
ü OBJEKTIVITAS PENYIDIK
ü PROPORSIONALITAS
ü MENGHILANGKAN 

KERAGU-RAGUAN
ü SECOND OPINION



PREEMTIF
§ EDUKASI
§ SOSIALISASI DENGAN 

PEDAGANG DAN PEMILIK 
TEMPAT DAGANG

§ KOORDINASI DGN BEA 
CUKAI, KEMENDAG, PEMILIK 
MERK, PLAZA / MALL DLL

PREVENTIF

§ PEMANTAUAN
§ PENEMPATAN PPNS KI DI 

JALUR MASUK BARANG 
DARI LUAR (BEA CUKAI)

REPRESIF

PENEGAKAN HUKUM

§ PENYELIDIKAN 
§ PENYIDIKAN

KOORDINASI 
DENGAN POLRI 
& KEJAKSAAAN

POTENSI GANGGUAN
FKK (FAKTOR KORELATIF 

KRIMINOGEN)

• TIDAK MENGERTI KI
• TAKUT MELAPOR
• TIDAK MERASA 

DIRUGIKAN
• MERASA TIDAK PERLU 

MENDAFTARKAN KI

AMBANG GANGGUAN

DIBUAT POLICE HAZARD:
• PABRIK PRODUKSI 
• GUDANG / BARANG DAGANGAN 

YANG TIDAK TERDAFTAR
• MALL, PERTOKOAN, PEDAGANG, 

TEMPAT BARANG PALSU DIJUAL
- MANGGA DUA
- KEMAYORAN (ONDERDIL)
- MATRAMAN (ALKES)

GANGGUAN NYATA
AF (ANCAMAN FAKTUAL)

DIBUAT LK/LP
BERDASARKAN UU KEKAYAAN 

INTELEKTUAL



Data Pelanggar

Ø Merek
Ø Hak Cipta
Ø Paten
Ø Desain Industri
Ø DTLST
Ø Rahasia Dagang
Ø Indikasi Geografis

§ Nama PT/ 
Pabrik/Gudang

§ Lokasi / Tempat
§ Nama Pemilik
§ Jenis barang 

yang dipalsukan

Data Pemegang 
Hak Kekayaan Intelektual

ü Nama Pemegang HKI
ü Alamat / Lokasi / Tempat
ü Jenis Hak Eksklusifnya



01PEMILIK KI

A N A T O M I
P E L A N G G A R A N  K I

02PRODUSEN/
KONSUMEN

TERDAFTAR

BELUM 
TERDAFTAR

ALASAN TIDAK MELAPORKAN

PASAL 114 UU 28/2014 TTG HAK CIPTA :
ü SETIAP ORANG YANG MENGELOLA TEMPAT PERDAGANGAN DALAM SEGALA BENTUKNYA 
ü YANG DENGAN SENGAJA DAN MENGETAHUI MEMBIARKAN PENJUALAN DAN/ATAU 

PENGGANDAAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DAN/ ATAU HAK TERKAIT DI 
TEMPAT PERDAGANGAN YANG DIKELOLANYA  DENDA RP. 100 JUTA

PASAL 102 UU 20/2016 TTG MEREK : 
ü SETIAP ORANG YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA DAN/ATAU 

PRODUK
ü YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA MENGETAHUI BAHWA BARANG DAN/ATAU JASA 

DAN/ATAU PRODUK TERSEBUT MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA  KURUNGAN 1 
TAHUN / DENDA RP. 200 JUTA

üNILAI KERUGIAN TIDAK BESAR
üMEMANFAATKAN PELANGGARAN 

SEBAGAI “ALAT PROMOSI”
üTAKUT BERURUSAN  DENGAN PROSES 

PENEGAKAN HUKUM
üKETIDAKTAHUAN ESENSI DARI HAK 

EKSLUSIF PEMEGANG KI

EDUKASI
PENERAPAN KE 
UNDANG-UNDANG 
DI BIDANG KI 
YANG LAIN?

HAK EKSLUSIF = SERTIFIKAT KEPEMILIKAN
 PERLINDUNGAN

DELIK ADUAN

FIRST TO FILE PRINCIPLE  HAK KEKAYAAN INDUSTRI
FIRST TO USE PRINCIPLE  HAK CIPTA



PENYELESAIAN SENGKETA



KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

PERUNDANG-UNDANGAN 
DI BIDANG KI

HAK 
CIPTA

MEREK  DAN 
INDIKASI 

GEOGRAFIS PATEN

Pasal 95 ayat (4) : 
Selain pelanggaran Hak Cipta 
dan/atau Hak Terkait dalam 
bentuk Pembajakan, sepanjang 
para pihak yang bersengketa 
diketahui keberadaannya 
dan/atau berada di wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia harus menempuh 
terlebih dahulu penyelesaian 
sengketa melalui mediasi 
sebelum melakukan tuntutan 
pidana.

Pasal 93 : 
Selain penyelesaian gugatan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 para pihak 
dapat menyelesaikan 
sengketa  Sengketa melalui 
Arbitrase dan Alternatif 
(Negosiasi, Mediasi, 
Konsilidasi, cara lain).

Pasal 154 : 
Dalam hal terjadi 
tuntutan pidana 
terhadap pelanggaran 
paten harus terlebih 
dahulu menyelesaikan 
melalui jalur mediasi.

DESAIN 
INDUSTRI

Pasal 47 : 
Penyelesaian 
Sengketa melalui 
Arbitrase dan 
Alternatif (Negosiasi, 
Mediasi, Konsilidasi, 
cara lain).

RAHASIA 
DAGANG

Pasal 12 : 
Penyelesaian Sengketa 
melalui Arbitrase dan 
Alternatif (Negosiasi, 
Mediasi, Konsilidasi, 
cara lain) 

- Arbitrase
- Mediasi
- Negosiasi
- Konsolidasi - Mediasi

- Arbitrase
- Mediasi
- Negosiasi
- Konsolidasi

- Mediasi
- Arbitrase
- Mediasi
- Negosiasi
- Konsolidasi

UU No. 31 Tahun 2000 UU No. 30 Tahun 2000

UU No. 20 Tahun 2016
UU No. 28 Tahun 2014

UU No. 13 Tahun 2016

DapatHarus Harus



ALUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA KI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I

LAPORAN/ PENGADUAN DAPAT DICABUT OLEH PELAPOR SELAMA PROSES 
PENYIDIKAN BELUM MEMASUKI PROSES PENUNTUTAN DI PENGADILAN

SP3 (PENYIDIKAN) :
1. TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI
2. BUKAN TINDAK PIDANA
3. PENCABUTAN PENGADUAN
4. DIHENTIKAN DEMI HUKUM (TERSANGKA MENINGGAL DUNIA/ TUNTUTAN PIDANA DALUARSA/ NEBIS IN IDEM

GELAR PERKARA AWAL

LAPORAN / PENGADUAN
MEREK/ CIPTA/ PATEN/ DI/ DTLS

T/RD 

MEDIASI

BERHASIL

GAGAL

PEMBERKASAN PERKARA

JPU

C.Q 
KORWAS PP

NS

PENYERAHAN BARANG BUKTI

PENYERAHAN TERSANGKA

WASMATLITRIK

GELAR PERKARA TENGAH

PENYIDIKAN

ü ADMINISTRASI PENYI
DIKAN (MINDIK)

ü PENGGELEDAHAN
ü PENYITAAN
ü BAP SAKSI
ü BAP AHLI
ü BAP TERSANGKA

SP3 (WASMAT)

NAIK SIDIK

üBA WAWANCARA :
• PELAPOR
• SAKSI
• SAKSI AHLI
üOLAH TKP

LAPORAN / PENGADUAN

LAPORAN KEJADIAN

PENETAPAN 
TERSANGKA

SP3 (SIDIK)

GELAR PERKARA AKHIR

≠
KETERANGAN AHLI 

TINDAK PIDANA
EDUKASI

DAFTAR KI = UJI KET AHLI

PENYIDIKAN PENYELESAIAN 
SENGKETA

PENCEGAHAN

PENDATAAN = TOLAK UKUR



LAPORAN/PENGADUAN PEMERIKSAAN 
ADMINISTRATIF

≤3 hari

WASMATLITRIK

LENGKAP

GP A
WAL ≤3 hari

LAPORAN KEJA
DIAN

TIMELINE 
WASMATLITRIK  

SP3 (WASMATLIT
RIK)

MANDATORY
§KTP PELAPOR
§BUKTI KEPEMILIKAN KI (EX : SERTIFIKAT)
§BUKTI PELANGGARAN KI (FISIK/NON-FISIK)
KONDISI KHUSUS :
JIKA PELAPOR ADALAH BADAN HUKUM
§KTP PENGURUS PERSEROAN
§AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
§AKTA PERUBAHAN TERAKHIR PERSEROAN
JIKA PELAPOR ADALAH KUASA HUKUM 
§KTP KUASA HUKUM
§SURAT KUASA
JIKA PELAPOR ADALAH AHLI WARIS
§KTP AHLI WARIS
§AKTA WARIS
JIKA PELAPOR ADALAH PEMEGANG LISENSI
§KTP PEMEGANG LISENSI
§PERJANJIAN LISENSI

e-PENGADUANSURAT TERTU
LIS

NON-MANDATORY
DOKUMEN PENDUKUNG :
§SURAT SOMASI
§SURAT PERJANJIAN
§NOTA/KUITANSI/FAKTUR PEMBELIAN
§BARANG BUKTI LAIN

TIDAK
LENGKAP

ADMINISTRASI
§SURAT TUGAS WASMAT
§SURAT PANGGILAN PELAPOR
§SURAT PANGGILAN SAKSI
§SURAT PERMOHONAN  KET. AHLI
WAWANCARA
§BERITA ACARA PELAPOR
§BERITA ACARA SAKSI
§BERITA ACARA AHLI
OLAH TKP
§PROFILING TKP
§SURVEILLANCE
§OBSERVASI
§UNDERCOVER
§UNDERCOVER BUY

≤3 hari

TERTULIS/
ELEKTRONIK

≤21 hari

BUKAN 
TINDAK PIDANA

TINDAK PIDANA

STTL STTB

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I

üHARI =  HARI KERJA
üGP = GELAR PERKARA
üSTTL =  SURAT TANDA TERIMA 

LAPORAN
üSTTB  = SURAT TANDA TERIMA 

BARANG BUKTI
üSP3     = SURAT PERINTAH 

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

KETERANGAN

≤21 hari≤21 hari



LAPORAN KEJADIAN

SPRINDIK

≤7 hari GP PERTENGAHAN

TEMBUSAN :
§PENUNTUT UMUM 
MELALUI KORWAS 
PPNS POLRI
§TERLAPOR
§PELAPOR

BAP

TIMELINE 
PENYIDIKAN

PENUNTUTAN

MEMUAT :
•IDENTITAS PELAPOR
•IDENTITAS TERLAPOR
•TEMPAT KEJAIDAN
•WAKTU KEJADIAN
•URAIAN SINGKAT PERISTIWA 
DUGAAN TINDAK PIDANA
•LAMPIRAN BARANG BUKTI

PENETAPAN TERSANGK
A 
MINIMAL 2 (DUA) ALAT 
BUKTI (184 KUHAP) :
1.KETERANGAN SAKSI
2.KETERANGAN AHLI
3.SURAT
4.PETUNJUK
5.KETERANGAN TERDAK
WA
+ ALAT BUKTI DARI TEK
NOLOGI INFORMASI DAN 
ELEKTRONIK

PETUNJUK JPU

SPDP

GELEDAH/
SITA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I

1.TERSANGKA
2.SAKSI
3.AHLI

P21 
TAHAP 2

P21 
TAHAP 1

PEMBERKASAN 
PERKARA

KEPADA JPU MELA
LUI KORWAS PPNS 

POLRI

≤ 45 hari

ADMIINISTRASI :
§SURAT PERMOHONAN 
BANTUAN KE KORWAS 
PPNS POLRI
§SURAT PERMOHONAN 
IZIN PERSETUJUAN GE
LEDAH/SITA KE KETUA 
PN SETEMPAT

üHARI =  HARI KERJA
üGP = GELAR PERKARA
üSTTL =  SURAT TANDA TERIMA 

LAPORAN
üSTTB  = SURAT TANDA TERIMA 

BARANG BUKTI
üSP3     = SURAT PERINTAH 

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN
üP21 (1)= PENYERAHAN BERKAS 

 PERKARA
üP21 (2)= PENYERAHAN BARANG BUKTI 

 DAN TERANGKA

KETERANGAN



Tahun Merek Paten
Desain
Industri

Hak 
Cipta

Total

2011 26 0 6 2 34

2012 23 2 6 6 37

2013 15 0 0 4 19

2014 19 1 2 5 27

2015 27 12 4 1 44

2016 40 3 9 7 59

2017 13 2 1 1 17

2018 20 1 10 5 36

2019 34 2 4 7 47



EDUKASI SOSIALISASI WOKRSHOP LABELING

DOKUMENTASI
KEGIATAN

PENCEGAHAN
PELANGGARAN KI



PEMERIKSAAN TKP PEMERIKSAAN SAKSI DAN 
TERSANGKA PENGGELEDAHAN 

DAN PENYITAAN
BARANG BUKTI

DOKUMENTASI
KEGIATAN

PENEGAKAN 
HUKUM KI



TERIMAKASIH
DIREKTORAT PENYIDIKAN 

DAN PENYELESAIAN SENGKETA


